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Abstrak: Klaim dinyatakan pending jika hasil verifikasi ditemukan berkas klaim yang di unggah petugas klaim rumah 

sakit tidak lengkap dan dibutuhkan data pendukung administratif lain. Berkas klaim yang tertunda atau pending 

disebabkan oleh berkas rekam medis yang tidak lengkap dan ketidaktepatan dalam penulisan kode diagnosis serta kode 

Tindakan. Pending klaim mengakibatkan jumlah klaim yang dibayarkan BPJS lebih kecil dibandingkan pengajuan awal 

klaim tersebut. Ketika pending klaim terjadi maka akan mengakibatkan masalah pada penerimaan gaji karyawan, obat 

yang tersedia serta keperluan untuk pemeliharan alat alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan 

untuk Mengevaluasi  pending klaim BPJS kesehatan kasus tonometry, menganalisis karakteristik petugas klaim BPJS 

Kesehatan rawat jalan, mengetahui prioritas masalah tertinggi dari penyebab terjadinya Pending klaim BPJS  Kesehatan 

dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) kemudian peneliti menentukan  pemecahan masalah 

dengan metode CARL (Capability, Accessibility, Readness, Leverage). Berdasarkan pembahasan bahwa pending klaim di 

RSUD. Ibnu Sina disebabkan karena tidak ada PPK dan tidak ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Ibnu 

Sina mengenai kode tindakan tonometry. 

Kata Kunci: Pending Klaim Rawat Jalan 

 

Abstract: A claim is declared pending if the verification results find the claim file 

uploaded by the hospital claims officer is incomplete and requires other administrative 

supporting data. Pending or pending claim files are caused by incomplete medical record 

files and inaccuracies in writing diagnosis codes and action codes. Pending claims result 

in the claim amount paid by BPJS being smaller than the initial claim submission. When 

a pending claim occurs, it will cause problems in receiving employee salaries, available 

drugs and the need for maintenance of medical equipment in the hospital. This study aims 

to evaluate pending BPJS Health claims for tonometry cases, analyze the characteristics 

of outpatient BPJS Health claims officers, determine the highest priority problems from 

the causes of pending BPJS Health claims using the USG method (Urgency, Seriousness, 

Growth) then the researcher determines the solution using the CARL method (Capability, 

Accessibility, Readness, Leverage). Based on the discussion, pending claims at RSUD. 

Ibnu Sina are caused by the absence of a PPK and no agreement between BPJS Health 

and RSUD Ibnu Sina regarding the tonometry action code. 

Keywords: Pending Outpatient Claims 

 

 
 

Pendahuluan 

 

BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan badan hukum 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial adalah 

program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sistem 
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pembiayaan BPJS kesehatan menggunakan besaran tarif berdasarkan system Indonesian-

Case Base Groups (INACBGs). Pengelompokan tarif pada INA CBGs didasarkan pada pem-

berian kode diagnosis ICD-10 dan kode tindakan pada ICD-9 CM (Alfiansyah, 2019). 

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan 

seperti klinik , puskesmas, rumah sakit dan lain-lain (Ilmi et al, 2020). Salah satu layanan 

yang ada di fasilitas tangkat lanjut yaitu pemeriksaan tonometry di poli mata. Tonometry 

adalah tes diagnostik yang mengukur tekanan intraoku-lar (TIO), atau tekanan didalam 

mata. Tonometry dapat membantu penyedia layanan kesehatan dan menentukan apakah 

pasien beresiko terkena glaukoma. Penderita glaukoma memiliki tekanan intraokular yang 

tinggi karena cairan di dalam mata mengalir terlalu lambat (Asari et al, 2020). 

Verifikasi klaim bertujuan untuk menguji kebenaran administrasi 

pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan dan 

dimanfaatkan secara tepat jumlah, waktu, dan sasaran. Dalam hal verifikasi klaim terdapat 

beberapa kemungkinan diantaranya adalah pengembalian (pending) (Hastuti & Ali, 2019). 

Pending klaim mengakibatkan jumlah klaim yang dibayarkan oleh BPJS lebih kecil 

dibandingkan ajuan awal klaim tersebut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2021). Hal ini berdampak pada arus pemasukan rumah sakit dan menimbulkan masalah 

pada penggajian karyawan, pembayaran pelayanan medis spesialis, ketersediaan obat dan 

pemeliharaan fasilitas rumah sakit serta peralatan medis (Susilawati et al, 2024). 

Klaim dinyatakan pending jika hasil verifikasi ditemukan berkas klaim yang di 

unggah petugas klaim rumah sakit tidak lengkap dan dibutuhkan data pendukung 

administratif lain (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Berkas klaim yang 

tertunda atau pending disebabkan oleh berkas rekam medis yang tidak lengkap dan 

ketidaktepatan dalam penulisan kode diagnosis serta kode Tindakan (Pramesti et al, 2022). 

Pending klaim mengakibatkan jumlah klaim yang dibayarkan BPJS lebih kecil dibandingkan 

pengajuan awal klaim tersebut (Pratama et al, 2023). Ketika pending klaim terjadi maka akan 

mengakibatkan masalah pada penerimaan gaji karyawan, obat yang tersedia serta 

keperluan untuk pemeliharan alat alat kesehatan yang ada di rumah sakit (Sahir et al, 2022). 

Proses pengajuan klaim BPJS memerlukan beberapa dokumen yang harus diserahkan 

oleh pihak rumah sakit kepada BPJS sebagai bukti pelayanan terutama kelengkapan 

dokumen (Kukuh et al, 2022). Pengajuan administrasi pasien rawat jalan meliputi surat 

eligibilitas peserta (SEP), tanda tangan dan keterangan dokter yang bertanggung jawab, 

serta informasi rekam medis (Oktamianiza et al, 2022). Pengajuan berkas klaim apabila 

terjadi kesalahan maka berkas akan dikembalikan untuk dilakukan direvisi dan kemudian 

dapat diajukan kembali. Permasalahan yang terjadi di rumah sakit sebagai fasilitas 

kesehatan tingkat lanjut adalah terjadinya pending atau tertundanya pengajuan klaim. 

Faktor yang menyebabkan pengembalian berkas pengajuan klaim ke BPJS seperti terjadinya 

ketidaksesuaian kode diagnosis pada resume medis dengan lembar catatan perkembangan 

pasien terintegrasi (CPPT), sehingga pihak verifikator BPJS akan menunda proses klaim dan 

meminta petugas verifikator rumah sakit untuk melakukan revisi atau perbaikan 

(Pulpilasari et al, 2022). 
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Berdasarkan hasil observasi dan penggunaan data sekunder yang didapatkan dari 

laporan klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Ibnu Sina Gresik seringkali terjadi 

perbedaan kode tindakan medis, dikarenakan ada perbedaan pemberiaan kode Tindakan 

dari ICD-90 CM dengan pedoman  pemberian kode klinis oleh pihak verifikator BPJS. 

Diperoleh hasil sebesar 60% klaim BPJS Kesehatan rawat jalan poli mata pada kasus 

tonometry yang dikembalikan berkaitan dengan klarifikasi kode tindakan. seperti tindakan 

tonometry yang dicatat sebagai Limited Eye Examination. Tindakan tonometry (kode 89.11) 

mencakup berbagai pemeriksaan untuk memastikan diagnosis, sedangkan kode 95.01 

merupakan pemeriksaan mata terbatas menggunakan slit lamp . Dari 60% rekam medisnya 

yang dikembalikan, menjadi salah satu faktor  yang menghambat petugas klaim yang 

seharusnya bisa menangani lebih banyak, namun harus memeriksa ulang kode yang 

dikembalikan 

Pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik diajukan 

setiap bulan. Dalam pengajuan tersebut, akan ada surat balasan dari BPJS Kesehatan yang 

dinamakan Berita Acara Penerimaan Hasil Verifikasi (BAPHV). Laporan  tersebut berisikan 

data pelayanan rawat jalan dan data tersebut terdapat status klaim pelayanan salah satunya 

adalah pending.  Setelah melakukan observasi lebih lanjut, pending klaim di RSUD. Ibnu Ibnu 

Sina-Kabupaten Gresik dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti pre operasi, fragmentasi, 

kesalahan koding, kesalahan input DPJP (Dokter Penanggung jawab Pelayanan).  

Hasil survei awal pada bulan Oktober 2024 sampai Desember 2024 di Unit 

Penjaminan RSUD Ibnu Sina Gresik peneliti menemukan adanya tindakan pada poli mata 

tidak memenuhi kriteria BPJS Kesehatan, Karena tidak memenuhi kriteria BPJS Kesehatan 

maka, proses klaim tidak dapat dilanjutkan dan berkas perlu dikembalikan untuk direvisi. 

Dari permasalahan tersebut, peneliti melakukan kajian dengan judul " Evaluasi pending 

klaim BPJS  Kesehatan kasus tonometry di poli mata RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik”.  

Metodologi 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini diarahkan 

untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Pending klaim BPJS Kesehatan kasus 

tonometry. Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi  pending klaim BPJS kesehatan kasus 

tonometry, menganalisis karakteristik petugas klaim BPJS Kesehatan rawat jalan, 

mengetahui prioritas masalah tertinggi dari penyebab terjadinya Pending klaim BPJS  

Kesehatan dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) kemudian 

peneliti menentukan  pemecahan masalah dengan metode CARL (Capability, Accessibility, 

Readness, Leverage). Peneliti mengambil data sekunder dari laporan klaim BPJS Kesehatan 

periode triwulan 4 tahun 2024,tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di bulan Januari 

2025, populasi dan sampel penelitian ini adalah dokter Manajer Pelayanan Pasien (MPP) 

berjumlah 1 orang dan petugas klaim BPJS Kesehatan rawat jalan berjumlah 7 orang. 
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Hasil dan Pembahasan 

Gambaran rekapitulasi Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) yang dikembalikan oleh 

BPJS Kesehatan Pending klaim dan layak klaim 

Peneliti melakukan observasi terhadap Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) yang 

dikembalikan oleh BPJS Kesehatan  Pending klaim dan layak klaim di bulan Oktober sampai 

Desember tahun 2024 untuk tagihan klaim pasien rawat jalan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rekapitulasi Berita Acara Hasil Verifikasi (BHAV) yang dikembalikan oleh BPJS Kesehatn 

pending klaim dan layak klaim 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) 

yang dikembalikan oleh BPJS Kesehatan bulan Oktober-Desember 2024 berjumlah 7.113 

kasus dan layak klaim di bulan Oktober-Desember 2024 berjumlah 27.967 kasus. Adapun 

yang pending klaim dikembalikan oleh BPJS Kesehatan sebagai berikut ; 
 

Gambaran rekapitulasi sebab dikembalikan oleh BPJS Kesehatan 

Gambar 2. rekapitulasi sebab dikembalikan oleh BPJS Kesehatan 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebab terjadi  Pending klaim sebesar  614 

kasus diantaranya; kelengkapan administrasi sebanyak 42 berkas (7%), kaidah koding 

sebanyak 146 berkas (24%) dan Standart Pelayanan sebanyak 426 berkas (69%). 
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Karakteristik usia Petugas klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD.Ibnu Sina Gresik 

Tabel 1. 

Karakteristik usia Petugas klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD.Ibnu Sina Gresik 

 

No Usia f  

 

 Prosentase  

(%) 

  

1 15-25 Tahun 1  12,5    

2 26-34 Tahun 1  12,5   

3 35-43 Tahun 4  50   

4 44-53 Tahun 1  12,5   

5 >53 Tahun 

jumlah 

1 

8 

 12,5 

100 

  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa petugas yang berusia 15-25 Tahun 

berjumlah 1 orang (12,5 %), berusia 26-34 Tahun 1 orang (12,5), berusia 35-43 Tahun 4 orang 

(50 %), berusia 44-53 Tahun 1 orang (12,5%) dan berusia >53 Tahun 1 orang (12,5) 

 

Karakteristik pengalaman Petugas klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD.Ibnu Sina 

Gresik 

Tabel 2. 

Karakteristik pengalaman Petugas klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD.Ibnu Sina Gresik 

 

No Pengalaman  

kerja 

f  

 

 Prosentase 

(%) 

 

 

 

 

1 1-2 Tahun -  -    

2 3-5 Tahun 1  12,5   

3 5-7Tahun 1  12,5   

4 

5 

7-9 Tahun 

        >9 Tahun 

3 

3 

 37,5 

37,5 

  

 jumlah 8  100   

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa petugas yang pengalaman kerja 3-5 

Tahun berjumlah I orang (12,5), petugas yang pengalaman kerja 5-7 Tahun berjumlah 1 

orang (12,5), petugas yang pengalaman kerja 7-9 Tahun berjumlah 3 orang (37,5%), petugas 

yang pengalaman kerja >9 Tahun berjumlah 3 orang (37,5%) 

 

Karakteristik pendidikan Petugas klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD.Ibnu Sina 

Gresik 
Tabel 3. 

Karakteristik pendidikan Petugas klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD.Ibnu Sina Gresik 

 

No Pendidikan f  

 

 Prosentase 

(%) 
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1 SMA 2  25   

2 S1 ARS 1  12,5   

3 D3 Rekam Medis 3  37,5   

4 

5 

S1 Akuntansi 

S1 Kedokteran 

jumlah 

1 

1 

8 

 12,5 

12,5 

100 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa petugas berpendidikan SMA 

berjumlah 2 orang (25%), berpendidikan S1 Administrasi Rumah Sakit berjumlah 1 orang 

(12,5), berpendidikan D3 Rekam Medis berjumlah 3 orang (37,5 %), berpendidikan S1 

Akuntansi berjumlah 1 orang (12,5), berpendidikan S1 Kedokteran berjumlah 1 orang 

(12,5%). Hasil analisa peneliti mengenai kesesuaian kualifikasi pendidikan petugas casemix 

di Unit Penjaminan terdapat 3 sudah  sesuai dengan berlatar belakang pendidikan rekam 

medis. Namun, masih terdapat 5 petugas yang masih belum sesuai karena berlatar belakang 

non Rekam Medis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi mardiawati (2021), 

petugas yang melakukan verifikasi kode adalah petugas yang berprofesi sebagai perekam 

medis, karena wewenang seorang perekam medis saat melakukan klasifikasi klinis 

penyakit, tindakan medis, dan pemberikan kode suatu penyakit dapat sesuai dengan 

terminologi medis yang benar [15]. 

 

Karakteristik Pelatihan Petugas tentang klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD.Ibnu 

Sina Gresik 
Tabel 4. 

Karakteristik Pelatihan Petugas tentang klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD.Ibnu Sina Gresik 

 

No Pelatihan f  

 

 Prosentase 

(%)  

  

1   > 3 kali 1  12,5   

2    2 kali 2  25   

3    1 kali 1  12,5   

4 

 

   0 kali 

 Jumlah 

4 

8 

 50 

100 

  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa petugas yang mengikuti pelatihan 

tentang klaim  >  3 kali berjumlah 1 orang (12,5%), yang mengikuti pelatihan tentang klaim 

2 kali berjumlah 2 orang (25%), petugas yang mengikuti pelatihan tentang klaim 1 kali 

berjumlah 1 orang ( 12,5), petugas yang tidak pernah pelatihan tentang klaim berjumlah 4 

orang (50) 

 

Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)  

adalah penentuan prioritas masalah dengan cara menetapkan urutan prioritas 

masalah dengan metode skoring. Pada penggunaan matriks USG, untuk menentukan suatu 

masalah yang prioritas, terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan. nilai metode USG 

ini berdasarkan hasil wawancara; 
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Tabel 5. 

USG (Urgency, Seriousness, Growth) hasil wawancara  

Di RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik 

Januari 2025 

 

 Berdasarkan tabel USG (Urgency, Seriousness, Growth)  diatas dapat dilihat bahwa di 

RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik tidak ada Panduan Praktek Klinis (PPK) mengenai 

pemberian tindakan tonometry total nilai 15 prioritas masalah ke 1, menunjukkan bahwa 

terjadinya pending klaim di RSUD Ibnu Sina tidak adanya PPK yang menjadi landasan 

untuk kode Tindakan tonometry, Tidak ada kesepakatan antara pihak BPJS Kesehatan 

dengan RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik mengenai pemberian kode tindakan tonometry 

total nilai 14 prioritas masalah ke 2 

 

Pemecahan masalah menggunakan metode CARL (Capability, Accessibility,Readness, 

Leverage). Berikut indikator penilaian pada metode CARL ; 

C   : Ketersediaan sumber daya manusia (dana, sarana dan peralatan) 

A :Kemudahan masalahn yang diatasi atau tidak kemudahan dapat didasarkan pada 

ketersediaan metode/cara/teknologi serta penunjang pelaksanaan seperti peraturan atau 

petunjuk pelaksanaan 

R :Kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran seperti 

keahlian/kemampuan/motivasi 

5 55 55
4

15
14

1
2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

di RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik tidak ada
Panduan Praktek Klinis (PPK) mengenai pemberian

tindakan tonometry

Tidak ada kesepakatan antara pihak BPJS Kesehatan
dengan RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik mengenai

pemberian kode tindakan tonometry

Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)

U S G jumlah prioritas masalah
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L : Seberapa besar kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan yang dibahas 

dalam penilaian metode CARL menggunakan skor 1-5 artinya skor yang terendah adalah 1 

dan yang tertinggi 5, kemudian skor total merupakan hasil perkalian : C x A x R x L 
 

 Tabel 6. 

CARL (Capability, Accessibility,Readness, Leverage) hasil dari USG (Urgency, Seriousness, Growth)   

Di RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik 

Januari 2025 

 

 
 

Berdasarkan tabel CARL (Capability, Accessibility,Readness, Leverage) diatas dapat 

dilihat bahwa di RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik diperlukan Panduan Praktek Klinis 

(PPK) mengenai pemberian tindakan tonometry total nilai 400 rangking ke 1, diperlukan 

kesepakatan antara pihak BPJS Kesehatan dengan RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik 

mengenai pemberian kode tindakan tonometry total nilai 300 rangking ke 2 
 

Simpulan 
 

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa pending klaim di RSUD. Ibnu Sina di bulan 

Oktober -Desember 2024 itu disebabkan karena tidak ada Panduan Praktek Klinis (PPK) 

dan tidak ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Ibnu Sina Gresik mengenai 

pemberian kode tindakan tonometry 
 

Ucapan Terima Kasih 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan 

Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Mengingat hal ini penulis lakukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh 

gelar Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih 

5 55 54 34 3

400 300

1 2

0%

10%

20%

30%
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50%

60%

70%

80%

90%
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di RSUD. Ibnu Sina Kabupaten Gresik diperlukan
Panduan Praktek Klinis (PPK) mengenai

pemberian tindakan tonometry

diperlukan kesepakatan antara pihak BPJS
Kesehatan dengan RSUD. Ibnu Sina Kabupaten

Gresik mengenai pemberian kode tindakan
tonometry

metode CARL (Capability, Accessibility,Readness, Leverage). 

C A R L TOTAL RANGKING
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